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Abstrak

Tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga terhadap istri pada era
saat ini marak terjadi. Khususnya dalam hal ini adalah penelantaran ekonomi, yang mana
hal tersebut merupakan budaya hukum masyarakat yang seringkali tidak disadari oleh istri
dalam rumah tangganya dan cenderung menganggap Tindakan tersebut merupakan ranah
pribadi yang mana pelakunya tidak dapat dipidana. Oleh karenanya dalam rangka
penegakan hukum tindak pidana penelantaran, melihat dari substansi hukumnya Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT hadir guna memberikan jaminan yang akan
diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam lingkup rumah tangga,
selain itu terdapat beberapa peraturan perundang-undangan dan hukum nasional yang
terkait erat dengan UU PKDRT. Sehingga, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
(1) Tindak pidana penelantaran ekonomi ditinjau dari peraturan perundang-undangan (2)
Analisis putusan pengadilan mengenai tindak pidana penelantaran ekonomi istri oleh
suami. Penelitian ini dibuat untuk mengkaji tindak pidana penelantaran ekonomi ditinjau
dari peraturan perundang-undangan yang terkait erat dengan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan pertimbangan
hakim dalam putusan pengadilan terkait tindak pidana penelantaran ekonomi terhadap istri.
Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Berdasarkan hasil analisa, diketahui bahwa dalam rangka mewujudkan penegakan
hukum tindak pidana penelantaran ekonomi harus diperhatikan substansi hukum yang
digunakan oleh penegak hukum dalam melakukan penerapan hukum secara menyeluruh.
Kemudian secara struktur hukum, lembaga-lembaga terkait seperti kepolisian, kejaksaan
dan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana penelantaran ekonomi harus
memperhatikan aspek perlindungan bagi masyarakat dan korban agar tercapai tujuan
hukum yakni kepastian hukum, manfaat dan keadilan.

Kata kunci: substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum.
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Abstract

The crime of neglect in the household scope against the wife in the current
era is rife. Especially in this case is economic neglect, which is the legal culture of
the community which is often not realized by the wife in her household and tends to
consider the action to be a private sphere where the perpetrator cannot be
punished. Therefore, in the context of law enforcement of the criminal act of neglect,
looking at the legal substance, Law Number 23 of 2004 concerning PKDRT is
present to provide guarantees that will be given by the state to prevent violence in
the household, in additionthere are several laws and regulations and national law
that is closely related to the PKDRT Law. Thus, the formulation of the problem in
this study are: (1) The criminal act of economic neglect in terms of legislation (2)
Analysis of court decisions regarding the criminal act of economic neglect of the
wife by the husband. This study was made to examine the criminal act of economic
neglect in terms of the laws and regulations that are closely related to Law Number
23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and the judge's
considerations in court decisions related to the criminal act of economic neglect of
the wife. The type of research used is legal research using a statutory approach and
a case approach.

Based on the results of the analysis, it is known that in order to realize the
law enforcement of the criminal act of economic neglect, it is necessary to pay
attentionto the legal substance used by law enforcers in implementing the law as a
whole. Then in the legal structure, related institutions such as the police,
prosecutors and judges in deciding a case of a criminal act of economic neglect
must pay attention to aspects of protection for the community and victims in order
to achieve legal objectives, namely legal certainty, benefits and justice.

Keywords: legal substance, legal structure, legal culture.
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